PUTUSA N
Nomor 72/B/2025/PT.TUN.SBY
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding
dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam
perkara antara:
Dra. GRAy. KOES MOERTIYAH, NM.Pd (selaku Pengageng Sasana Wilopo
Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berdasarkan Surat Kakancingan
SISKS Pakoe Boewono XIII No. 70/D.13.S.W.10/2004 tanggal 26 Oktober
2004), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karaton RT 01 RW 01
Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H.;
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
Lembaga Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat beralamat kantor di Jalan
Kamandungan Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik sigitsudibyanto@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2025;
Disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT:
Lawan
1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SURAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama * Yeni Apriliawati, SH . MP S M Eng:
Jabatan . Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
2. Nama . Arie Prabowo, S.H.;
Jabatan . Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kog_z‘*'
Surakarta;
3. Nama : Veky Novian Sasono, S.H.;
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Jabatan : Kepala Sub Bagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi
Hukum pada bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
4. Nama . FX. Sasadara Paska, S.H.;
Jabatan . Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
pada Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
5. Nama . Tri Wulan Dwi Handayani, S H.;
Jabatan . Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
6. Nama . Ardyanto Imam Wicaksono, S H.;
Jabatan - Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
7. Nama . Zaky Baswendra Wibhawa, S.H.;
Jabatan . Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
8. Nama : Muhammad Arif Fauzi, S.H.;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Sekretariat Daerah Kota Surakarta dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta, alamat kantor di Jalan Jendral Sudirman
Nomor 2 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik. hukumhamsolo
@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DC/6458/2025
tanggal 30 Juni 2025;
Disebut sebagai TERBANDING/semula TERGUGAT;
. GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Jalan Sasono Mulyo Nomor 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baluwarti,

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pekerjagr}%

Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. (c) KPAA. Ferry Firman Nurwahyu, S.H., M.H._;
2. KMT. Rizky Rahmawati Pasaribu, S.H., LL.M_;

3. KRAT. Sudarmono, S.H., M.H.;
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4. Nadhifa Khairunnisa, S.H., M.H.;
5. Muhammad Isa Nurwahyu, S.H.;
semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Firma Hukum FIRMAN NURWAHYU & PARTNER
beralamat di Graha Komando Lt. 7 Jalan Cipinang Indah Raya Nomor 1 RT.
001 RW. 013 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKl Jakarta, domisili f_firmannurwahyu
@yahoo.com, elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
003/SKK/GKRPB-FN&P/VI1/2025 tanggal 23 Juni 2025;
Disebut sebagai TERBANDING/semula TERGUGAT Il INTERVENSI;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;
DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG tanggal 11 Juni 2025 yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:
FKSERSI;
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi mengenai gugatan
Penggugat melewati tenggang waktu atau daluarsa;
POKOK PERKARA,;
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima,
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.433.500,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
3/G/2025/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Rabu, tanggal 11 Juni 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh Ku—a:'é?w

Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat Il Intervensi;
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Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juni 2025 sesuai Akta
Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG agar diperiksa
dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal
24 Juni 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya
tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding
dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagail
berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk
seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam
Perkara No. : 3/G/2025/PTUN.SMG, untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

2. Menyatakan batal atau tidak sah Pencatatan Perubahan Nama "Winarni®
menjadi GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO, tanpa berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Pencatatan Perubahan Nama GUSTI
KANJENG RATU PAKOE BOEWONO dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan = alat bukti
tambahan, meskipun telah diberi kesempatan oleh pengadilan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding
tanggal 30 Juni 2025 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori
banding dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding PEMBANDING;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
3/G/2025/PTUN.SMG;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PEMBANDING,;
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Bahwa Terbanding/Tergugat Il Intervensi mengajukan kontra memori
banding tanggal 30 Juni 2025 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam
memori banding dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding sebagaimana yang dimaksud dalam
Memori Banding tertanggal 24 Juni 2025 jo Akta Permohonan Banding
Elektronika Nomor 3/G/2025/PTUN.SMG tertanggal 17 Juni 2025 yang
diajukan oleh Pembanding dahulu disebut sebagai Penggugat;

2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni
2025 dari Terbanding Il Intervensi dahulu disebut sebagai Tergugat Il
Intervensi,

3. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam
putusan perkara Nomor Regeister 3/G/2025/PTUN.SMG tertanggal 11 Juni
20285;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding dahulu disebut sebagai
Penggugat;

Bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat Il Intervensi
tidak mengajukan alat bukti tambahan, meskipun telah diberi kesempatan oleh
pengadilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat dan Terbanding/
Tergugat Il Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan
Terbanding/Tergugat Il Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas

perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
adalah Pencatatan Perubahan Nama dari semula bernama “"WINARNI" menjadi
“GUSTI KANJENG RATU PAKOE BOEWONO, NIK : 3372034206720006,
tanggal lahir : Sragen 20-06-1972, tempat tinggal : Karaton Kasunanan

~ LY

Surakarta, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
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Menimbang, bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa
tersebut, menurut Pembanding/semula Penggugat telah melanggar Peraturan
Perundangan yang berlaku yaitu melanggar “"Angger-angger atau Paugeran
Adat, melanggar ketentuan pasal 52 Undang - Undang Rl Nomor 23 Tahun
2006, yaitu Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan
penetapan Pengadilan Negeri setempat atau tempat permohonan, melanggar
ketentuan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 adanya syarat-
syarat yang harus dipenuhi terkait perubahan nama, serta melanggar asas-
asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Pembanding/semula
Penggugat memohon agar Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut
dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding/semula
Tergugat telah mengajukan jawaban yang disertai eksepsi yang pada
pokoknya, yaitu:

1. Gugatan obscuur libel;

2. Gugatan melewati tenggang waktu,

3. Penggugat tidak memiliki legal standing sedangkan Terbanding/semula
Tergugat Il Intervensi juga mengajukan jawaban, yang disertai eksepsi-
eksepsi yang pada pokoknya vyaitu Obyek Sengketa bukan obyek di
Pengadilan Tata Usaha Negara, selebihnya tidak bersifat ekseptif yang pada
akhirnya Terbanding/semula Tergugat dan Tergugat Il Intervensi memohon
agar gugatan ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya
dalam sengketa, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang terkait
dengan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Pembanding/semula
Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mendalilkan
dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan baru mengetahui obyek
sengketa pada tanggal 2 Desember 2023 di Papan Pengumuman Masjid
Paramosono Kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat pada lembar Kertas
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dari dalil Terbanding/semula Tergugat

menyatakan bahwa Pembanding/semula Penggugat mengetahui obye-}?"’”
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sengketa pada 2 Desember 2023 dan mengajukan keberatan administrasi
pada tanggal 10 Juni 2024, sehingga gugatan pembanding/semula Penggugat
telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur
dalam Pasal 55 Undang - Undang Rl Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991,
sedangkan pihak Terbanding/semula Tergugat Il Intervensi mendalilkan bahwa
berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Rl Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat telah melewati batas waktu
sehingga gugatan menjadi daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 1 terdapat adanya
pencatatan perubahan nama Terbanding/semula Tergugat Il Intervensi (Gusti
Kanjeng Ratu Pakoe Boewono) yang dilakukan oleh Terbanding/ semula
Tergugat sebanyak 12 (dua belas) kali, pada nomor urut 12 (dua belas) tercatat
dari nama Kanjeng Ratu Pakoe Boewono pada tanggal 10-06-2021
berdasarkan Nawala Kakancingan Sabda Dalem Angka : PB XIII.A.003.2012
tanggal 15 Juni 2012, dan sesuai dari dalil-dalil Pembanding/semula
Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 02 Desember
2023 di Papan Pengumuman Masjid Paramosono Kompleks Keraton Surakarta
Hadiningrat pada lembar Kertas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024 yang
diperkuat saksi BRM. Suryanto;

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal
10-06-2021, selanjutnya Pembanding/semula -Penggugat melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Terbanding/
semula Tergugat pada tanggal 1 April 2024 dilanjutkan mengajukan banding
administrasi kepada Walikota Surakarta pada tanggal 10 Juni 2024, yang
kesemua upaya administrasi tersebut tidak pernah dijawab;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur upaya administratif
diatur dalam pasal 75, pasal 77 dan pasal 78 Undang — Undang RI Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BRM. Suryanto
menjelaskan pada tahun 2019, Terbanding/semula Tergugat Il Intervensi
sudah bernama Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono, hal tersebut diperkuat
saksi Bambang Sutedjo mengetahui nama tersebut sekitar 5 sampai 10 tahun

dari media massa, dan dari dalil Pembanding/semula Penggugat mengetahui
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pergantian nama Terbanding/semula Tergugat |l Intervensi tanggal 2
Desember 2023, seharusnya mengajukan keberatan kepada
Terbanding/semula Tergugat atas perubahan nama Terbanding/semula
Tergugat Il Intervensi (Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono) tersebut paling
lamal/paling lambat tanggal 29 Februari 2024, sedangkan faktanya
Pembanding/semula Penggugat menempuh upaya administrasi berupa
keberatan pada tanggal 1 April 2024 (vide bukti P - 3 dan P - 5), maka
tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana ketentuan
pasal 55 Undang - Undang Rl Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihitung sejak diketahuinya
obyek sengketa a quo oleh Pembanding/semula Penggugat tanggal 2
Desember 2023 sampai didaftarkannya gugatan secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15
Januari 2025 adalah telah melampaui tenggang waktu 90 (embilan puluh) hari
sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undang - Undang Rl Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Junto Pasal 5 Peraturan Mahkama
Agung Rl Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman.PenyeIesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga
Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi
Terbanding/semula Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang gugatan
Penggugat lewat waktu atau daluwarsa patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan yang telah
diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim Banding
adalah sudah tepat dan benar, dan terhadap memori banding yang
disampaikan dalam bandingnya tidak terdapat hal - hal yang dapat
membatalkan atau merubah putusan tingkat pertama, sehingga putusan Nomor
3/G/2025/PTUN.SMG tanggal 11 Juni 2025 harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding/semula
A

Tergugat tentang tenggang waktu diterima, maka terhadap pokok perkara tidak

perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa oleh karena putusan dikuatkan, maka sesuai
ketentuan pasal 110 jo pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/semula Penggugat
dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan
dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim
menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para
pihak menjadi bahan pertimbangan, untuk mengadili dan memutus
sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap
alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam
berkas ini;

Memperhatikan Undang - Undang RI Nomor 5 Tahu 1986
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan

dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;.

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
3/G/2025/PTUN.SMG tanggal 11 Juni 2025 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua

ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu,
tanggal 27 Agustus 2025 oleh Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum., sebagai
Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata
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Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan Dr. Bambang Priyambodo,
S.H.,M.H., dan Kasim, SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi

pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim

tersebut, dibantu oleh Donald H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/

semula Penggugat, Terbanding/semuls Tergugat dan Terbanding/semula

Tergugat Il Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H.

ttd

Kasim, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Donald H. Sinaga, S.H.
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Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding Rp230.000,00

Rp250.000,00
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Banding Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Apdin Taruna Munir S.H., M.H. - 196608101993031006 5 ” il \Qj\g\% h) ul id
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- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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